
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selama ini sulit untuk diatasi 

dan menjadi masalah umum yang paling banyak menyita perhatian publik. 

Masalah kemiskinan bukanlah hal yang baru di Indonesia. Hal tersebut 

disebabkan karena Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang selalu 

mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahun, sehingga tingkat 

kesejahteraan masyarakatnya berada jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara 

maju. Keadaan rakyat yang tergolong dalam kemiskinan dapat dilihat dari 

bagaimana seseorang mempunyai kemampuan pendapatan untuk mencukupi 

standar hidup. Pada dasarnya, standar hidup pada masyarakat tidak hanya untuk 

mencukupi kebutuhan  pangan, tetapi juga harus mencukupi kebutuhan dari segi 

kesehatan maupun pendidikan. Salah satu hal yang menunjukkan standar hidup 

yang baik atau standar kesejahteraan masyarakat disuatu daerah dapat dilihat dari 

seseorang yang mempunyai tempat menetap yang layak untuk ditempati. Tempat 

menetap maupun pemukiman yang layak untuk ditempati merupakan standar 

hidup dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. 

Defenisi mengenai kemiskinan sangatlah bervariasi, mulai dari  seseorang 

yang belum mampu dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan memperlayak 

standar hidupnya, kurang berusaha dalam memperbaiki hidup, hingga defenisi 

yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral (Sholeh, 2010). Dalam 

artian sempit, kemiskinan selalu dimengerti sebagai situasi serba kekurangan 



 

 

dalam hal uang maupun barang untuk menjamin keberlangsungan hidup. 

Sedangkan dalam artian yang luas, kemiskinan adalah sebuah fenomena 

multidimensional atau multifaces (Hamudy, 2008). Defenisi lainnya yang biasa 

digunakan adalah menurut European Union yang berpendapat bahwa kemiskinan 

dilihat sebagai keadaan masyarakat yang memiliki sumber daya dari segi material, 

sosial, dan budaya yang sangat terbatas. 

Salah satu upaya pemerintah dalam berusaha menciptakan keadilan sosial 

yang seadil-adilnya bagi seluruh rakyat Indonesia yakni dengan memberikan 

bantuan sosial yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 

untuk kesejahteraan sosial. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian 

Negara/Lembaga, pengertian bantuan sosial merupakan  pemberian pemerintah 

untuk masyarakat kategori miskin atau tidak mampu dengan berupa pengeluaran 

transfer uang, barang atau jasa untuk melindungi masyarakat dari adanya 

kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

serta kemampuan ekonomi. Berbagai macam program bantuan sosial yang 

disediakan untuk keluarga miskin antara lain yaitu Program Keluarga Harapan 

(PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN-KIS), & Bansos Rastra atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). janji 

pemerintah dalam mempercepat gerak dari pengentasan kemiskinan adalah 

dengan memperluas program BPNT. Hal tersebut dapat dilihat dari angka 

kemiskinan yang menurun yang mana pada tahun 2015 mencapai 11,22%, dan 

pada tahun 2017 menjadi 9,82%. Kemudian berkurangnya gini rasio yang pada 



 

 

tahun 2015 sebesar 0,408 menjadi 0,389 di tahun 2018. Tidak hanya itu, Indeks 

Pembangunan Manusia mengalami penaikan mulai dari tahun 2014 sebesar 68,90 

menjadi 70,81 pada tahun 2017 (KOMINFO). 

Pengertian Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang didasari pada 

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2017 mengenai Penyaluran 

Bantuan Sosial Non Tunai, menurut Pusdatin Kementrian Sosial, Bantuan Pangan 

Non Tunai merupakan bantuan sosial pangan yang tidak diberikan dalam bentuk 

uang (non-tunai) dari pemerintah untuk disalurkan setiap bulan melalui 

mekanisme uang elektronik kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang 

kemudian ditukarkan untuk memilih dan membeli kebutuhan pokok pangan di 

pedagang bahan pangan e-warong yang telah menjalin kerjasama dengan Bank 

Penyalur. 

Dengan adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai, diharapkan dapat 

meringankan dan memenuhi kebutuhan pangan keluarga miskin dengan mengikuti 

prosedur yang ada. Prosedur penyaluran dilaksanakan oleh Kementerian Sosial 

dengan memulai untuk mendaftarankan calon penerima BPNT. Kemudian, calon 

penerima ini akan diberikan surat pemberitahuan yang berisi pedoman prosedur 

pendaftaran pada lokasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Setelah memberikan 

pedoman pendaftaran, para calon penerima kemudian akan diproses secara 

bergilir dan sistematis oleh tenaga pelaksana BPNT yaitu Bank Penyalur yang 

telah menjadi bagian dari Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara, serta 

tenaga pelaksana yang berada di kantor kelurahan dan kantor walikota atau 

kabupaten. Setelah verifikasi data selesai, pihak bank akan membukakan rekening 



 

 

kepada KPM penerima bantuan sosial dan memberikan Kartu Keluarga Sejahtera 

(KKS). KKS tersebut berfungsi sebagai ATM untuk pengambilan dana bantuan 

pangan. Kemudian, KPM dapat langsung mendatangi e-Warong (Elektronik 

Warung Gotong Royong) yang telah ditetapkan untuk melaksanakan transaksi 

pembelian bahan pangan menggunakan KKS yang dimiliki. E-warong merupakan 

agen bank berupa toko tradisional, warung, dan sebagainya yang telah menjalin 

kerja sama dengan pihak bank sebagai tempat pencairan/penukaran/pembelian 

bahan pangan oleh KPM. Dengan saldo yang tersedia di KKS, KPM dapat 

membeli dan memilih kebutuhan pangan sesuai ketersediaan yang dimiliki pada e-

warong yang telah mempunyai tanda transaksi pembelian bahan pangan BPNT. 

Lewat sistem ini, penyalur bantuan atau agen e-warong akan memperoleh 

informasi detail mengenai jumlah besaran manfaat yang telah di top up ke KKS, 

jumlah besaran manfaat yang ditarik oleh KPM, serta jumlah saldo yang tersisa 

dan berapa orang KPM yang belum melakukan transaksi bantuannya. 

Tabel 1. 1 

Jumlah Penerima BPNT Kabupaten Bengkalis 2021 

No. Nama Kecamatan Jumlah Penerima 

1. BANDAR LAKSAMANA 491 

2. BANTAN 1594 

3. BATHIN SOLAPAN 963 

4. BENGKALIS 2411 

5. BUKIT BATU 1048 

6. MANDAU 905 

7. PINGGIR 1463 

8. RUPAT 1312 

9. RUPAT UTARA 476 

10. SIAK KECIL 992 

11. TALANG MUANDAU 738 

Grand Total 12393 

Sumber: Data Penerima BPNT Kabupaten Bengkalis. 2021 



 

 

Pada tabel di atas menunjukan jumlah penerima BPNT dari 11 kecamatan 

yang berada di Kabupaten Bengkalis. Peneliti menetapkan Kelurahan Titian Antui 

yang berada di Kecamatan Pinggir sebagai lokasi penelitian dengan jumlah 

penerima 193 dari 1.463 KPM. Mereka terdiri dari 102 Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan 91 Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) non Program Keluarga Harapan (PKH). Peneliti memilih lokasi 

tersebut dikarenakan pada Kelurahan Titian Antui terdapat beberapa masalah yang 

terjadi pada proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ini. Rincian masalah 

tersebut bisa dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. 1  

Daftar KPM yang tidak Memanfaatkan Bantuan BPNT sesuai Aturan 

No Nama Alamat Kel Kecamatan Keterangan  

1 ISMAN JL CENDRAWASIH TA PINGGIR 

Kartu double, Kartu 

diserahkan ke Satgas 

ke Pak Beni 

2 MAIDAR JL SIDOREJO TA PINGGIR 
Tidak pernah ambil 

Sembako 

3 MOLDENERDIMAN JL PINTU ANGIN TA PINGGIR 
Tidak pernah ambil 

Sembako 

4 ANIZAR JL  PELITA III TA PINGGIR 
Tidak pernah ambil 

Sembako 

5 
RUMOLAN 

HUTABARAT 

JL PRIMATOBA II 

05 09 
TA PINGGIR 

Tidak pernah ambil 

Sembako 

6 
DELVI 

SIMATUPANG 
JL  DAMAI TA PINGGIR 

Tidak pernah ambil 

Sembako 

7 RUSTAM JL GELATIK TA PINGGIR 

Kartu double, Kartu 

diserahkan ke Satgas 

ke Pak Beni 

8 
PAMILANG 

SIHOMBING 

JL BERINGIN RT 

03RW 02 
TA PINGGIR 

Tidak pernah ambil 

Sembako 

9 SONTA SINAGA 
JL GAJAH MADA 

04 06 
TA PINGGIR 

Tidak pernah ambil 

Sembako 

10 
LISBET ROMAULI 

TAMBUNAN 
JL MELATI 04 06 TA PINGGIR 

Tidak pernah ambil 

Sembako 

11 
ROSPITA 

PANJAITAN 
JL MELATI 04 06 TA PINGGIR 

Tidak pernah ambil 

Sembako 

12 TRI HINDARTO JL BERINGIN TA PINGGIR 

Tidak pernah ambil 

Sembako , ambil di 

ATM 

Sumber:Rekapitulasi Data Kelurahan Titian Antui. 2021 



 

 

 

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada beberapa KPM yang melakukan 

beberapa pelanggaran seperti memiliki KKS double dan tidak pernah menukarkan 

dana bantuan ke sembako. Hal tersebut jelas menunjukkan adanya ketidakpatuhan 

dalam prosedur program Bantuan Pangan Non Tunai yang sudah di sosialisasikan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melihat lebih jauh dan 

menjawab permasalahan tersebut dengan membahasnya dalam penelitian yang 

berjudul: 

“Pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bagi Keluarga 

Penerima Manfaat di Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, 

Kabupaten Bengkalis.” 

 


